
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENCAH

NOMOR 100.3.3.1/ 217 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 102 TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA HrBAH
BERUPA UANG PADA BIRO PEMERII.ITAHAN OTONOMI KHUSUS DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARI.AT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

bahwa bahwa adanya perubahan Dat-tar Penerima H ibah
Berupa Uang pada pada Biro Pemerintahan Otonomi
Khusus dan kesejahteraan Ratcya, perlu merubah
Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ l02
Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada
Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan kesejahteraan
Rat<yat Setda Provinsi Papua Tengah;

baiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
ta^t6nd Daarhchan ttarlrra Ataa l{anrrrrrs-on (}r}rarnrrr

Papua Tengah Nomor Nomor 1OO.3.3.1/ 1O2 Tahun 2O25
tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro
Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOl tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (I*mbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang,..... I 2

Menimbang :

Mengingat :

a.

b.

1.



a

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20!4 N+mor 244, Tambahan Lembarar,.
Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintal Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2422 tentang Cipla K-e{a menjadi Unda:rg-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
41. Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat cian Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah {lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
rra6,ati fi oal1otan Nado,6 Da rl,tiL lirtnnacia T.aLrrn cA1?

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5272);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l.embaran Negara Republik
lnrionesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 1 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (lembaran Nesara
Republik Indonesia Tahun 2O2 I Nomor 238, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Be:-ita Neprm Repubiik Indonesia Tahun 2C2O Nsmor
1781);

9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2O22
tentang Organisasi dan Tata Keda Selcretariat Daerah
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahtn 2022 Nomor
2l;

lO. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hitrab daa Belanja
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah @erita Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

11. Peraturan Gubernur ..../3



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3

I l. Peratura::. Gube",nur Papua Tenga.h Nomor 3 Tahun 2O25
tentang Penjabaran Angqaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 {Berita Daera}r Provinsi
Papua Tengah Tahun 2O25 Nomor 3);

12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/1O2
Tahun 2O25 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada
Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan
Ralgat lktda Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSI(AN:

Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah
Nomor Nomor 100.3.3.1/ 102 Tahun 2O25 tentang Penerima
Hibatr Benrpa Uang pada Biro Pe,-rrerinta,lan Otonomi Khus-u=
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum
dalam la.mpiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Agustus 2025

GUBERNUR PAPU.A, TENCAH,
cAP/',r-rD

MEKI NATTIIPA
aslinya

HUKUM,

lNTAll

i
G, S.H., M.H.

NIP 19 82002121OO2

Salinan tusan ini disampaikan keoacia Yth

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Ralryat

Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.
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